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ABSTRACT 

This research aims to determine the Evaluation of the Policy on Converting Land 

to Agricultural Land in Enrekang Regency by referring to the Policy Evaluation 

indicators, namely Input, Process, Output and (Impact). This type of research uses 

qualitative methods which aim to provide a descriptive overview of the Evaluation 

of Land Conversion Policy to Agricultural Land in Enrekang Regency. Data 

sources consist of primary data obtained through interviews, and secondary data 

taken from documents, notes, reports and official archives which can be supported 

by the integrity of the primary data.The results of the research show that the 

indicators taken by the author to measure the evaluation of policies carried out to 

convert land into agricultural land in Enrekang district are: 1) There is an 

expansion of land to be transferred to onion farming supported by the function of 

the Enrekang district agricultural service to increase food stability, there is no 

direct relationship, and is strengthened by the 2019 Constitution on sustainable 

agricultural land protection to increase food stability, and there is no direct 

relationship regarding communication and licensing of land that is used for onion 

farming due to ownership of the land. 2) High demand for agricultural land, 

resulting in competition for use between agricultural and non-agricultural sectors. 

The Enrekang district Agriculture Service functions to issue agricultural permits, 

conversion permits, agricultural business permits, land clearing and other permits 

related to regional agriculture for improvement (PAD), then strengthened by the 

2009 Constitution concerning the protection of sustainable agricultural land, and 

regional regulations ( PD Enrekang No 1, 2014). 3) The community currently 

chooses to expand agricultural land because agriculture is very profitable for the 

local population with the aim of economic needs and welfare without any 

government regulations and appeals that prohibit and control land expansion in 

Enrekang district. 4) The negative impact that arises as a result of land conversion 

carried out by the community for agriculture in Enrekang district is that the number 

of landslides and floods is increasing as a result of water catchment becoming 

increasingly depleted due to the expansion of the land. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Alih fungsi 

Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada 

indikator Evaluasi Kebijakan yaitu Input, Proses,Output, dan (Dampak). Jenis 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara Deskriftif tentang Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi 

Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang. Sumber data terdiri dari data primer yang 

diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, 

laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengankeutuhan data primer. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa dari indikator yang di ambil penulis untuk mengukur 

evaluasi Keijakan yang di lakukan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian di 

kabupaten enrekang yaitu : 1) Adanya perluasan lahan untuk di alihkan ke pertanian 

bawang dengan di dukung oleh fungsi dinas pertanian kabupaten Enrekang untuk 

meningkatkan stabilitas pangan, tidak ada hubungan secara langsung, dan di 

perkuat oleh UUD perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tahun 2019 untuk 

meningkatkan stabilitas pangan, dan tidak ada hubungan secara langsung mengenai 

komunikasi dan pierizinan lahan yang di fungsikan menjadi pertanian bawang 

karena kepemilikan lahan tersebut. 2) Tingginya permintaan terhadap lahan 

pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non 

pertanian. Dinas Pertanian kabupaten Enrekang berfungsi untuk mengeluarkan 

surat izin pertanian, izinalih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan 

izin lainnya terkait pertanian untuk peningkatan(PAD) daerah, Kemudian di 

perkuat oleh UUD tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertaniaan berkelanjutan, 

dan peraturan daerah (PD Enrekang No 1, 2014). 3) Masyarakat sampai saat ini 

memilihuntuk melakukan perluasan lahan pertanian karena pertanianm menjadi 

pertanian yang sangat menguntungkan bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk 

kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan tanpaadanya aturan dan himbauan 

pemerintah yang melarang dan mengendalikan perluasan lahan di 

kabupatenEnrekang. 4) Dampak negatif yang di timbulkan akibat dari alih fungsi 

lahan yang di lakukan masyarakatuntuk pertanian di kabupaten Enrekang yaitu 

angka terjadinya bencana longsor dan banjir semakin meningkat di akibatkan 

resapan air semakin menipis karena perluasan lahan tersebut 
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PENDAHULUAN 

Kebijakan perlindungan lahan pertanian menjadi isu strategis dalam 

rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Keberadaannya menjadi sangat 

penting mengingat tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga 

terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. 

Pemanfaatan lahan pada sektor non pertanian seperti lahan perkebunan jangka 

panjang, lahan tidur pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan 

menjadi lahan pertanian. Sampai saat ini, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2018, terjadi penurunan luas lahan pertanian di Indonesia, 

dimana pada tahun 2013 tercatat 7,75 juta hektare, sedangkan pada tahun 2018 

seluas 7,1 juta hektar. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 

Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten enrekang tahun 2011 

– 2031 bagian ke 3 (strategi penataan ruang) pasal 4 nomor 8 tentang strategi 

untuk dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkankerusakan sistem 

ekologi wilayah. Dari kebijakan tersebut ada beberapa point tentang pencegahan 

keruskan ekologis dari kegiatan manusia, tetapi tidak ada implementasian 

kebijakan tersebut ke pada masyarakat dan pengusaha sebagai actor 

pengalihfungsian lahan menjadi lahan pertanian. Lain halnya pemerintah 

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan, meningkatkan 

produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, tanpa 

memperhatikan peraturan sebelumnya sehingga peneliti menemukan peraturan 

yang tidak relevan persoalan ekologi politik alih fungsi lahan (Dr. H. Abdul Karim, 

2019). Permasalahan itulah yang menjadi faktor utama terjadinya alih fungsi lahan 

di Kabupaten Enrekang. Disisi lain akibat dari pengalih fungsi lahan non pertanian 

ke lahan pertanian mengakibatkan terjadinya masalah pada lingkungan karena 

yang pada awalnya daerah yang memiliki lahan yang mampu menampung resapan 

air kini menjadi daerah yang mudah dilanda bencana longsor dan banjir karena 

minimnya tamanaan jangka panjang yang menjadi tempat penyerapan air hujan 

(Astuti, 2017). Dalam perspektif Kebijakan politik lingkungan, terjadinya alih 
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fungsi lahan diatas disebabkan karena ketidak berpihakan kebijakan pemerintah 

yang menimbulkan permasalahan di atas dan juga upaya-upaya perlindungan lahan 

yang mempunyai fungsi mencegah bencana alam tanpa perbandingan hasil dari 

peluasan lahan pertanian untuk peningkatan produksi yang terjadi di Kabupaten 

Enrekang (Al-khairiyah & Sofyan, 2022). Berangkat dari permasalahan diatas maka 

peneliti ingin mengerangkai problematika alih fungsi lahan menjadi lahan 

pertanian bawang merah di Kabupaten Enrekang dalam perspektif ekologi politik. 

Untuk mengatasi permasalahantersebut, tentu saja diperlukan instrumenkebijakan 

yang tepat sesuai dengan akarmasalah di setiap lokasi kawasankonservasi. Untuk 

membuat kebijakan yangtepat, diperlukan kajian tentang akar masalah yang ada 

disetiap kawasan konservasi yang mengalami perambahan.Berangkat dari 

permasalahan diatas maka peneliti ingin mengerangkai problematika alih fungsi 

lahan menjadi lahan pertanian di Kabupaten Enrekang dalam perspektif evaluasi 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

 

LITERATURE REVIEW 

Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektifitas 

program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai 

kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Selanjutnya 

mengenai evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan 

mencaritahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, 

baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi 

teknologi sistem informasinya, (Suryatna, 2017). Evaluasi merupakan suatu mata 

rantai dari proses kebijakan publik, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat 

sebab- sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan 

publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Anam, 2019). Sehingga 

evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi- konsekuensi 

apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak 

dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan 

standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Azizah et al., 2023). 

Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan 
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tentang bagaimana programprogram mereka berlangsung. Serta menunjukkan 

faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil 

yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau 

sekedar cara implementasi lain (Jamaludin, 2021). Evaluasi merupakan salah satu 

tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini 

diabaikan  dan hanya  berakhir  pada  tahap implementasi. Evaluasi adalah 

kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Menurut Bridgman 

Davis (2000:130) dalam (Rani &Safarinda, 2020) Pengukuran evaluasi kebijakan 

publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu input,Proses, 

Output, dan Outcome (Widiasa et al., 2023). 

Politik Lingkungan 

Politik lingkungan (Ekologi Politik) adalah sama atas suatu metode terapan oleh 

ahli ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan 

yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan progressive contextualization 

(kontekstualisasi yang maju) (Arlini & Mulyadi, 2021). Pendekatan ini memulai 

dengan aktor (pelaku), dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang 

langsung, dan mempertimbangkan suatu konteks dengan apa mereka berbuat atau 

tidak berbuat dalam cara yang khsusus terhadap sumberdaya alam. Pendekatan ini 

juga bermaksud untuk menerangkan mengapa masyarakat menggunakan 

lingkungan dalam cara-cara yang khusus, kadang-kadang menyebabkan 

sumberdaya berkurang atau rusak sehingga dapat membahayakan masyarakat dan 

lingkungan sekitar (Wiryono, 2011) dalam (YESSIKA ANDIRA BR PURBA, 

2020). (Herman 2011) juga mengatakan, bahwa politik lingkungan adalah suatu 

pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan polotik ekonomi 

untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamika antara lingkungan dan 

manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat skala 

dari individu kepada transnasional secara keseluruhan (Murtasidin & Sigalingging, 

2020). (Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, 2018) termasuk ilmuwan awal yang 

mencetuskan ekologi politik yaitu saling memengaruhi antara sistem ekonomi 

politik terhadap masalah ekologis mencakup lingkungan dan aspek sosialnya. Lain 

halnya (Afandi, 2021) mengatakan politik ekologi ini lebih menekankan analisisnya 

bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan karena persoalan internal dalam 
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lingkungan tersebut, tetapi lebih disebabkan karena pengaruh eksternal yaitukarena 

tekanan politik dan ekonomi di luar dirinya. 

 

Konsep Alih Fungsi Lahan 

Alih fungsi lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi 

sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang 

direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) 

terhadaplingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Nur Alinda et al., 2021). Alih 

fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain 

disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk 

memenuhi kebutuhan penduduk yangmakin bertambah jumlahnya dan 

meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan 

atau konversi lahan akan sejalan dengan perkembangan penduduk, 

perkemabangan kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Widjaya, 

2017). Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh 

kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi 

fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan 

potensi lahan itu sendiri. Alihfungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai 

konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan 

dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang 

dapat mengakibatkan dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan 

potensilahan itu sendiri. (Irawan et al., 2023) juga berpendapat bahwa konversi 

lahan merupakan ancaman yang serius bagi keberlanjutan fungsi lahan untuk 

pertanian, dan pada akhirnya juga akan berdampak terhadap ketahanan pangan 

nasional karenadampak perubahannya bersifat permanen. Dalam PP No. 1 

tahun 2011 diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagailahan pertanian 

pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Lahan pertanian 

yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang 

pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang undangan. 

Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat 

yaitu dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi 

lahandibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan 
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pengganti dari lahan yang dialih fungsikan. Ada PERDA yang di temukan oleh 

peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu a.)Peraturan Daerah 

Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah 

kabupaten enrekang tahun 2011 – 2031 bagian ke 3 (strategi penataan ruang) 

pasal 4 nomor 8 Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia 

yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah.(PD Enrekang No 

41,2011). b.) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan, meningkatkan 

produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya.(PD Enrekang 

No 1, 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalahpenelitian kualitatif yang 

mempunyai tipe penelitian ini yaitu deskriptif didukung datakualitatif, Sumber data 

yang diperoleh peneliti di ambil dari sumber data primer dan sekunder sesuai 

dengan tujuan penelitianpenelitian kualitatif dilakukaansecara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reducation, data display, dan conclusion 

drawing/verification, setelah penelitimelakukan pengumpulan data, maka peneliti 

melakukan anticipatory sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi 

maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singakat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten 

mengenai Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian Di 

Kabupaten Enrekang 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini merupakan hasil dari menganalisis data dan yang terjadi 

ditempat penelitian serta disesuaikan dengan Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi 
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Lahan Menjadi Lahan Pertanian Di Kabupaten Enrekang Melalui teori digunakan 

untuk mengukur Evaluasi Kebijakan terhadap alaih fungsi lahan non pertanian ke 

lahan pertanian di Kabupaten Enrekang yaitu sumber daya manusia,sarana dan 

prasarana serta pendanaan. Kebijakan perlindungan lahan pertanian menjadi isu 

strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Keberadaannya 

menjadi sangat penting mengingat tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, 

sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. 

Pemanfaatan lahan pada sektor non pertanian seperti lahan perkebunan jangka 

panjang, lahan tidur pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan 

menjadi lahan pertanian di kabupaten Enrekang. 

 

 

 

Gambar 1. Peta Kawasan Komoditi Hortikultura 

Dalam peraturan daerah kabupaten Enrekang nomor 14 tahun 2011 tentang 

rencana tata ruang wilayah kabupaten enrekang tahun 2011 – 2031 bagian ke 3 

(strategi penataan ruang) pasal 4 nomor 8 tentang strategi untuk dampak negatif 

kegiatan manusia yang dapat menimbulkankerusakan sistem ekologi wilayah. 

Dari kebijakan tersebut ada beberapa point tentang pencegahan kerusakan ekologis 

dari kegiatan manusia, Tetapi tidak ada implementasian kebijakan tersebut ke pada 

masyarakat dan pengusaha sebagai aktorpengalih fungsian lahan menjadi lahan 

pertanian, lain halnya pemerintah membentuk peraturan daerah Kabupaten 

Enrekang nomor 1 tahun 2014 tentang Penyuluhan Pertanian, perikanan dan 

kehutanan, meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha,  pendapatan, dan 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology


KYBERNOLOGY : Journal of Government Studies 

Vol.4 No.2 2024 
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology 
ISSN (Online) : 2807-758X 

233 

 

 

 

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi 

lingkungan hidup, tanpa memperhatikan peraturan sebelumnya sehingga 

penelitimenemukan peraturan yang tidak relevan persoalan alih fungsi lahan. 

Permasalahan itulah yang menjadi faktor utama terjadinyaalih fungsi lahan di 

Kabupaten Enrekang. 

Input Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan 

Input adalah ketersediaan sumber dayamanusia, dan sarana prasarana yang telah 

disiapkan oleh pemerintah KabupatenEnrekang dalam pelaksanaan kebijakan alih 

fungsi lahan Proses Evailuasi Kebijakan Alih fungsi Lahan.Adanya perluasan lahan 

untuk di alihkan ke pertanian bawang dengan di dukung oleh fungsi dinas pertanian 

kabupaten Enrekang untuk meningkatkanstabilitas pangan, tidak ada hubungan 

secara langsung, dan di perkuat oleh UUD perlindungan lahan pertanian 

berkelanjutantahun 2019 untuk meningkatkan stabilitas pangan, dan tidak ada 

hubungan secara langsung mengenai komunikasi danpierizinan lahan yang di 

fungsikan menjadi pertanian bawang karena kepemilikan lahan tersebut Dinas 

Pertanian Kabupaten Enrekang hanya melakukakan tugas dan wewenang nya untuk 

pemberdayaan di sektor pertanian dan adapun masyarakat sampai saat ini memilih 

untuk melakukan perluasan lahan pertanian pertanian yang sangat menguntungkan 

bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan 

tanpa adanya aturan dan himbauan pemerintah yang melarang perluasan lahan di 

kabupaten 

Proses Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan 

Proses adalah penggunaan metode dan program-program yang mendukung 

pelaksanaan Kebijakan pengendalian alihfungsi lahan sehingga berjalan efektif. Di 

kabupaten Enrekang tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga 

terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. 

Pemanfaatan lahan pada sektor non pertanian seperti lahan perkebunan jangka 

panjang, lahan tidur di kabupaten Enrekang pada akhirnya akan menyebabkan 

terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian. Hal ini di dukung oleh 
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pemerintah Kabupaten Enrekang mengenaiwewenang Dinas Pertanian kabupaten 

Enrekang adalah untuk mengeluarkan suratizin pertanian, izin alih fungsi, izin 

usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian untuk 

peningkatan(PAD) daerah, Kemudian di perkuat oleh UUD tahun 2009 tentang 

perlindungan lahan pertaniaan berkelanjutan, dan peraturan daerah kabupaten 

Enrekang nomor 1 tahun 2014 tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan 

kehutanan, meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan 

kesejahteraannya.(PD Enrekang No 1, 2014).Enrekang. 

Output Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan 

Output atau hasil memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat 

dihasilkan dari sistem atau proses kebijakanpublik. Indikator hasil ini misalnya 

berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Manfatat yang dinikamati 

aktordalam alih fungsi lahan ke lahan pertanian bisa di katakan faktor penting dan 

mendasarterjadi nya konservasi kawasan hutan yang terjadi dengan kepentingan 

untuk aktor pelaksana menjadi aspek yang dapat berhubungan dengan pemerintah 

dan Masyarakat Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan bahwa dinas 

Pertanian hanya melakukakan tugas dan wewenang nya untuk pemberdayaan di 

sektor pertanian dan adapun masyarakat sampai saat ini memilih untuk melakukan 

perluasan lahan pertanian karena pertanianm menjadi pertanian yang sangat 

menguntungkan bagipenduduk sekitar dengan tujuan untukkebutuhan ekonomi dan 

kesejahteraan tanpa adanya aturan dan himbauan pemerintah yang melarang 

perluasan lahan di kabupaten Enrekang. 

Outcome (Dampak) Evaluasi Kebijakan 

Dampak alih fungsi lahan ialahbenturan pengaruh yang dapatmendatangkan 

akibat baik positive maupunnegative terhadap lingkungan, Pemerintah sebagai 

pelaksana kebijakan menjadi penentu terjadi nya pengalihfungsian di harpakan 

dapat menyikapi hal tersebut dengan mempertimbangkan resiko dan dampak yang 

terjadi terhadap lingkungan, Berdasarkan peraturan daerahkabupaten Enrekang 

nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Enrekang tahun 
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2011 – 2031 bagian ke 3 (strategi penataan ruang) pasal 4 nomor 8 strategi untuk 

pencegahandampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan 

sistemekologi wilayah, Merupakan data sekunderyang di temukan penulis untuk 

mengukur sejauh mana pemerintah mengimplementasikan aturan tersebutterkait 

tentang kasus alih fungsi lahan pertanian kabupaten Enrekang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan dalam dampak yang timbul 

dari pengalih fungsian lahan menjadi lahan pertanian yaitu adanya dampak negatif 

yang di timbulkan akibat dari alih fungsi lahan yang di lakukan masyarakat untuk 

pertaniandi kabupaten Enrekang yaitu angka terjadinya bencana longsor dan banjir 

semakin meningkat di akibatkan resapan air semakin menipis karena perluasan 

lahan tersebut. Berangkat dari hal tersebut BMPBKabupaten Enrekang berencana 

untuk menyusun regulasi tentang pembatasan perluasan lahan di Kabupaten 

Enrekang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan 

dikemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat sebuah 

kesimpulan sebagai berikut: 

a) Adanya perluasan lahan untuk dialihkan ke pertanian bawang 

dengan di dukung oleh fungsi dinas pertanian kabupaten Enrekang 

untuk meningkatkan stabilitas pangan, tidak ada hubungan secara 

langsung, dan di perkuat oleh UUD perlindungan lahan pertanian 

berkelanjutan tahun 2019 untuk meningkatkan stabilitas pangan, 

dan tidak ada hubungan secara langsung mengenai komunikasi 

dan pierizinan lahan yang di fungsikan menjadipertanian bawang 

karena kepemilikan lahantersebut 

b) Tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi 

persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan nonpertanian. 

Dinas  Pertanian  kabupaten  Enrekang  berfungsi  untuk 
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mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha 

pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian untuk 

peningkatan(PAD) daerah, Kemudian di perkuat oleh UUD tahun 

2009 tentang perlindungan lahan pertaniaan berkelanjutan, 

danperaturan daerah (PD Enrekang No 1, 2014). 

c) Masyarakat sampai saat ini memilih untuk melakukan perluasan 

lahan pertanian karena pertanianm menjadi pertanian yang sangat 

menguntungkan bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk 

kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan tanpa adanyaaturan dan 

himbauan pemerintah yangmelarang dan mengendalikan 

perluasanlahan di kabupaten Enrekang. 

d) Dampak negatif yang di timbulkan akibatdari alih fungsi lahan 

yang di lakukan masyarakat untuk pertanian di kabupaten Enrekang 

yaitu angka terjadinya bencana longsor dan banjir semakin 

meningkat di akibatkan resapan air semakin menipis karena 

perluasan lahan tersebut. Berangkat dari hal tersebut BMPB 

Kabupaten Enrekang berencana untuk menyusun regulasi tentang 

pembatasan perluasan lahan di Kabupaten Enrekang. 

 

SARAN 

Perlunya perhatian lebih Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menghimbau 

menyusun PERDA (Peraturan Daerah) kepada pemilik lahan dan masyarakat terkait 

dampak negatif yang di timbulkan dari praktek melakukan perluasan lahan menjadi 

lahan pertanian yang besar di Kabupaten Enrekang. 

a) Perlu nya ada Kesadaran dari setiap Aktor yang terlibat 

pengalihfungsin lahan menjadi lahan pertanian terkait bencana 

longsor dan banjir di akibatkan perluasan lahan bawang merah di 

kawasn lembah dankawasan srtrategis lainya di Kabupaten 

Enrekang 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology


KYBERNOLOGY : Journal of Government Studies 

Vol.4 No.2 2024 
Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology 
ISSN (Online) : 2807-758X 

237 

 

 

 

b) Pemerintah Daerah terkhusus Dinas Pertanian dan BPBD 

Kabupaten Enrekang harusnya bekerjasama dan menyusun 

PERDA (Peraturan Daerah) untuk menyikapi permasalahan yang 

timbul di akibatkan oleh perluasan lahan dan di alih fungsikan 

menjadi lahan pertanian yang terjadi di kabupaten Enrekang. 

Dari kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis sarankan semoga 

kiranya dapat bermanfaat dan bisa menjadibahan evaluasi untuk kita semua tanda 

terkecuali. 1.) Harusnya pemerintah Pusat lebih melimpahkan lagi kekuasaan 

terhadap pemerintah daerah dalam mengatur program BPUM karena Adanya 

keterbatasan Ruang gerak yang di buat oleh Pemerintah pusat dalam 

pengimplementasian program BPUM membuat dinas terkait yang ada di kabupaten 

kota memiliki keterbatasan dalam proses pengimplementasian program BPUM, 2.) 

Dalam Pengimplementasian program BPUM harusnya Dinas Kopersai UKM, 

Tenaga Kerja dan Tansmigrasi turutserta di lapangan untuk melakukan sosialisasi 

pelaksanaan program BPUM sesui aturan yang telah di buat sehingga tujuan dari 

program dapat tercapai dan tepatsaasaran, 3.)Pemberdayaan UMKM di kabupaten 

Di enrekang masih dalam tahap masi kurang maximal.maa Dinas koperasi UKM, 

tenga kerja dan transmigrasi perlu untuk menyusun rancangan program yang dapat 

manjangkau tujuan yang ingin di capai. 
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